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KATA PENGANTAR

@

Terminologi Asuransi (Insurance) barangkali bagi sebagian
masyarakat bukanlah sesuatu yang asing, sebab keberadaan
lembaga ini sudah merupakan bagian hidup sehari-hari dalam
melakukan berbagai aktivitas. Namun sebaliknya bisa terjadi juga,
bagi sebagian besar masyarakat lainnya Asuransi bisa jadi sesuatu
yang baru. Belum diketahui apa manfaatnya. Atau bisa jadi pula
Asuransi sudah cukup lama dikenal, namun ada rasa keengganan
untuk memanfaatkan lembaga ini dalam berbagai kebutulan hidup,
mengapa? Tentu hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengalaman
masing-masing individu terhadap kiprah yang dilakukan oleh
lembaga Asuransi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tudingan
miring terhadap lembaga Asuransi pun sulit untuk dihindari. Pada
hal jika ditelusuri lebih dalam pada hakikatnya lembaga asuransi
adalah lembaga yang berbasis kepada pembiayaan secara bersama
atau menganut asas gotong royong. Tujuan asuransi sendiri sebagai
lembaga proteksi dan investasi.

Bagaimana memulihkan atau barangkali lebih tepat disebut
bagaimana mengubah cara memperkenalkan peran dan fungsi
lembaga Asuransi bagi masyarakat, tampaknya memerlukan
sebuah cara pendekatan baru. Jika dalam beberapa dekade waktu
yang lampau, Asuransi khususnya untuk asuransi jiwa selalu
dikaitkan dengan kematian, agaknya sulit bagi masyarakat pada
umumnya untuk menerima adanya kematian, walaupun harus
disadari sebenarnya hal ini sesuatu yang pasti akan terjadi. Hanya
saja kapan hal itu terjadi, tidak ada yang bisa menjawab. Bagi orang
yang beriman sering hal ini dikatakan sebagai sebuah misteri HHlahi
yang hanya bisa dijawab oleh pemberi nafas kehidupan itu sendiri.

Lalu apa yang dapat dilakukan oleh manusia dalam menjalani
hidup yang mempunyai keterbatasan? Manusia sebagai mahluk
sosial yang berakal budi, maka tentu dalam suasana seperti ini perlu
mengoplimalkan daya kerja akal budi yang dianugerahkan oleh
sang Ilahi, apa yang harus dilakukan dalam menghadapi berbagai
tantangan di era globalisasi dengan segala dampaknya. Salah satu
dampak yang bisa dilihat di era masa kini, yakni kemajuan teknologi
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demikian pesat. Hal ini tentu membawa konsekuensi juga dalam
berbagai risiko yang dihadapi oleh masyarakat dalam menjalani

hidup?

Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mengatasi risiko
yang hampir setiap saat bisa menimpa setiap orang dalam berbagai
situasi? Secara konseptual dalam berbagai kepustakaan Hukum
Asuransi dijelaskan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam
mengatasi risiko yang dihadapi oleh seseorang. Salah cara, yakni
mengalihkan risiko tersebut kepada pihak ketiga. Pihak ketiga
yang bertugas atau tepatnya menjalankan aktivitas bisnis sebagai
pengelola risiko dikenal sebagai Perusahaan Asuransi. Sebagai
sebuah perusahaan yang mau menerima pengalihan risiko, tentu
bukannya tanpa syarat.

Oleh karena itu, jika hendak mengalihkan risiko ke Perusahaan
Asuransi, perluadakesepahamanterlebihdahuluapayangdimaksud
dengan Asuransi. Jika dilihat dari sudut pandang hukum, secara
normatif telah dirumuskan pengertian Asuransi dalam Peraturan
perundang-undangan, antara lain dalam: (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD); dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1992 tentang Usaha Perasuransian dijelaskan Asuransi adalah suatu
perjanjian antara Penanggung (asurador) dengan Tertanggung
dengan kewajiban membayar premi. Jadi kata kunci dalam hal
ini, yakni Asuransi sebagai suatu Perjanjian. Perjanjian yang telah
disepakati mengikat kedua belah pihak, seperti layaknya sebuah
undang-undang, demikian dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPdt). Perjanjian asuransi sendiri diwujudkan
dalam bentuk Polis. Tampaknya di sinilah letak titik krusial yang
seringkali tidak disadari oleh para calon pembeli polis asuransi
untuk membaca dan mamahami apa hak dan kewajiban yang harus
dipenuhi ketika risiko hendak dialihkan ke Perusahaan Asuransi.

Dalam rangka untuk memahami asuransi dalam perspektif
hukum, buku ini ditulis. Buku ini dibagi dalam 6 (enam) bab, Bab |
Pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan secara umum apa itu asuransi
dan ruang lingkup asuransi. Bab Il Isi Polis. Pada bab ini dibahas
arti pentingnya polis dalam perjanjian asuransi. Bab 11l Asuransi
Jiwa dan Asuransi Tanggung Gugat. Dalam bab ini dibahas salah
satu ruang lingkup asuransi, yakni asuransi jiwa. Bab IV Asuransi
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Pengangkutan Laut. Bab V Asuransi Sosial. Pada bab ini dibahas
tentang Asuransi sosial. Ada pun topik yang dibahas di sini, antara
lain Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Badan Pengelola
Jaminan Sosial (BPJS), Asuransi Jasa Raharja. Bab IV Badan Usaha
Asuransi. Pada bab ini dibahas antara lain, tentang syarat-syarat
pendirian usaha asuransi, tata kelola asuransi, bancassurance, unit
link, agen asuransi, dan badan penyelesaian sengketa asuransi.

Jika diperhatikan secara saksama, pada dasarnya setiap bab
dari buku ini bisa dijadikan dalam satu buku tersendiri. Namun
untuk cetakan pertama ini, semua topik tersebut dijadikan dalam
satu buku. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan
pembaca dalam memahami asuransi dari sudut pandang hukum.
Mudah-mudahan dalam cetakan berikutnya, setiap bab dari buku
tersebut dapat diuraikan lebih rinci dalam satu buku tersendiri.

Perlu kiranya juga dikemukakan di sini, apa yang ditulis dalam
buku ini, pada dasarnya adalah bagian dari materi kuliah Hukum
Asuransi yang disampaikan kepada para mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) Bandung.
Adanya berbagai perkembangan materi yang ditulis dalam buku
ini, juga tidak terlepas dari hasil diskusi yang berkembang baik
di dalam ruang perkuliahan maupun di luar ruang perkuliahan,
Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih atas masukan yang
disampaikan sehingga bisa memperkaya pembahasan buku ini.
Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini dapat melengkapi
khasanah kepustakaan ilmu hukum maupun hukum bisnis.
Masukan dan kritik dari para pembaca tentu sangat berharga untuk
melengkapi pembahasan dalam buku ini di masa yang akan datang,
terima kasih.

Bandung, Medio Januari 2014

Penulis,

Sentosa Sembiring (sentosadcunpar.ac.id)
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BAB I
PENDAHULUAN *

A. PENGANTAR

Dalam kehidupan manusia, sadar atau tidak pasti menghadapi
risiko. Sebagaimana dikemukakan oleh Agus Prawoto, risiko dapat
berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan, namun dari suatu
kemungkinan (probalilty).! Hanya saja, seberapa besar risiko yang
akan dihadapi oleh orang yang bersangkutan, sangat tergantung
dari aktivitas yang dilakukan. Demikian juga dalam bidang bisnis,
hampir dapat dipastikan tidak ada bisnis yang bebas dari risiko,
misalnya tempat usaha kebakaran, pengelola usaha ataupun
karyawan mendapat kecelakaan atau bahkan mungkin meninggal
dunia.

Bisa jadi beberapa di antara risiko tersebut penyebabnya sudah
dapat diduga. Untuk itu, bagaimana mencegah terjadinya risiko
tersebut sedapat mungkin sudah dipersiapkan dengan baik. Akan
tetapi ada pula di antara risiko tersebut penyebabnya tidak terduga
sebelumnya, tiba-tiba muncul begitu saja. Akibat dari terjadinya
peristiwa tersebut dapat menimbulkan kerugian, baik materil
maupun immateril, misalnya kehilangan orang yang dicintai atau
seseorang yang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari
nafkah, kehilangan harta benda. Timbulnya kerugian inilah yang
acapkali menimbulkan masalah baru bagi pihak yang mendapatkan
musibah.

Yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang berkewajiban untuk
memikul risiko tersebut, dalam hal ada peristiwa yang menimpa
objek transaksi ataupun yang menimpa harta benda, jiwa dan raga
seseorang? Dalam hal ini tidaklah terlalu sulit untuk menentukan
pihak yang menanggung bebanrisiko, yakni pemilik barang ataupun
ahli waris yang bersangkutan. Mencermati terhadap adanya risiko
tersebut dalam berbagai kontrak bisnis, pada umumnya klausul
asuransi selalu dicantumkan dalam kontrak bisnis. Bahkan, sering
juga ditemui biaya asuransi tersebut dimasukkan menjadi bagian

1 Lihat Agus Prawoto. Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi
Berdasarkan Risk Base Capital (RBC) Edisi 2. Yogyakarta: BPFE, 1995.
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dari harga penjualan barang dan atau jasa. Artinya, harga yang
ditawarkan sudah termasuk biaya asuransi dan atau sebaliknya
harga yang ditawarkan belum termasuk biaya asuransi. Perhatikan,
misalnya barang yang ditawarkan baik melalui iklan di media massa
baik cetak maupun elektronik dan ataupun melalui brosur yang
cukup gencar dipromosikan oleh produsen, harga yang ditawarkan
ada yang sudah termasuk biaya asuransi dan ada juga harga yang
ditawarkan belum termasuk biaya asuransi. Dalam hal ini pihak
pembeli harus membayar biaya asuransi.?

Masalah lain dapat terjadi, objek transaksi masih dalam tahap
produksi. Dalam kondisi seperti ini, risiko yang dihadapi oleh
produsen bukan hanya risiko terhadap musnahnya barang, akan
tetapi dapat pula terjadi risiko tempat usaha terbakar dan bahkan
risiko terhadap tenaga kerja, misalnya sakit, kecelakaan, jaminan
haritua, dan meninggal dunia. Risiko seperti ini tentunya sulit untuk
dihindari. Seperti apa yang dikemukakan oleh Tarsius Tarmudji:

“Dalam perusahaan, baik pada saat awal maupun saat

berjalannya perusahaan sudah menampakkan kemungkinan

risiko yang akan dihadapi, untuk itu diperlukan suatu upaya
awal di dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin
terjadi dalam menjalankan usaha.””

B. MENGALIHKAN RISIKO KE ASURANSI

Merujuk kepada pendapat yang dikemukakan oleh penulis
di atas, lalu timbul pertanyaan, apa yang harus dilakukan dalam
menghadapi risiko tersebut? Dihindari ataukah risiko tersebut
dikelola sedemikian rupa sehingga kerugian yang mungkin timbul
dapatdiminimalisasi sekecil mungkin? Untuk menjawab pertanyaan
ini perlu dipahami terlebih dahulu makna dari risiko itu sendiri.
Dalam berbagai kepustakaan hukum asuransi, para ahli mencoba
menguraikan tentang konsep risiko, antara lain:

2 Perhatikan, misalnya dalam perjanjian (akad) kredit, sering dijumpai syarat
bankers clause. Dalam klausul ini disyaratkan Debitor mengasuransikan
agunan (jaminan) kredit untuk kepentingan bank.

3 Tarsius Tarmudji. Manajemen Risiko Dunia Usaha. Yogyakarta: Liberty,
1996, Him. 17.
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a,

R. Subcekti dan R. Tjitrosudibio, mengemukakan:

“Risiko, risico (Bld), risk (Ing), kewajiban menanggung atau
memikul kerugian sebagai akibat sesuatu pristiwa di luar
kesalah annya, yang menimpa barang yang menjadi objek
perjanjian.’

Soeisno Djojoseodarso, mengemukakan :

“Risiko dapat dibagi, antara lain karena sifatnya:

1. Risiko yang tidak disengaja (risiko murni), yakni risiko yang
apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya
tanpa disengaja, misalnya kebakaran atau bencana alam.

2. Risiko yang disengaja (risiko spekulatif), yakni risiko
yang sengaja ditimbulkan oleh orang yang bersangkutan,
agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan
kepadanya, misalnya utang piutang.

3. Risiko fundamental, yakni risiko yang penyebabnya tidak
dapat dilimpahkan kepada seorang dan yang menderita
tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak
orang, misalnya banjir.

4. Risiko khusus, yaitu risiko yang bersumber pada pe-
ristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui
penyebabnya, seperti kapal kandas.

5. Risiko dinamis, yaitu risiko yang timbul karena perkem-
bangan dan kemajuan masyarakat di bidang ckonomi,
ilmu, dan teknologi.”®

Emy Pangaribuan yang mengutip pendapat David L. Bichlehaupt,
mengemukakan:

“upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mengatasi

suatu risiko, yaitu sebagai berikut.

1. Menghindari, menyingkir, atau menjauhi (avoidance) adalah
suatu caramengl adap11151ko.Seseomngyangmen auhatau
menghindar dari suatu pekerjaan, suatu benda yang penuh
mengandung risiko, berarti dia berusaha menghindari
risiko itu sendiri.

Hukum Asuransi

R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kantus Hukim. Jakarta: Pradnya Paramita,
Cet. Ke 2, 1970, Hlm. 89.

Soeisno D]0]oseodarso. Prinsip-prinsip Manajemien Risiko Asuranst. Edisi
Revisi. Jakarta: Salemba Empat, 2003.
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d.

2. Mencegah (prevention). Dengan cara mencegah, suatu risiko
mungkin akan teratasi sehingga beberapa akibat yang jelek
yang tidak dikehendaki akan dapat dihindari.

3. Mengalihkan (transfer). Dengan model "ini, yakni cara
mengalihkan risiko dikandung pengertian bahwa
seseorang yang menghadapi risiko meminta kepada orang
lain untuk menerima risiko itu. Pengalihan risiko dilakukan
dengan suatu perjanjian. Termasuk dalam pengertian ini
pertanggungan (asuransi).

4. Menerima (assumption or retention). Dengan model ini,
berarti seseorang sudah pasrah saja terhadap risiko yang ia
akan tanggung. Hal ini bisa terjadi, karena bila suatu risiko
yang dihadapi oleh seseorang diperkirakan tidak begitu
besar atau jika usaha-usaha untuk menghindari, mencegah,
mengalihkan diperhitungkan lebih besar keuntungannya
maka orang akan menghadapi risiko tersebut.”®

H. Gunanto, mengemukakan:

“Jenis-jenis risiko pada dasarnya dapat dibagi 2 (dua), yakni:

1. Risiko Murni, yakni risiko atau penyimpangan yang hanya
menimbulkan kemungkinan kerugian saja; dan

2. Risiko Spekulatif, yakni risiko atau penyimpangan yang
terjadi dapat menguntungkan atau dapat merugikan.””

Dari apa yang diuraikan oleh para pakar asuransi di atas,

tampak bahwa terdapat bebagai jenis risiko yang bisa saja menimpa
siapa saja, baik orang pribadi maupun pelaku usaha. Upaya untuk
menanggulangi risiko yang mungkin akan terjadi, setiap individu
tentu mempunyai pilihan masing-masing. Bagi pelaku usaha yang
sudah berpengalaman dalam mengelola usahanya dan ataupun
bagi para profesional, terhadap risiko yang akan dihadapi dalam
menjalankan aktivitas sehari-hari, pada umumnya tidak dikelola

6

Emmy Pangaribuan. Hukum  Pertanggungan dan  Perkembangannya.
Yogyakarta: Liberty, 1983, Hlm. 12, Lihat dan bandingkan dengan Kun
Wahyu Wardana. Hukiim  Asuransi Proleksi  Kecelakaan  Transportast,
Bandung: Mandar Maju, 2009, Hlm. 24.

H. Gunanto (ketua tim). Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan
tentang Perjanjian Asuransi. Jakata: Badan Pembinaan Hukum Nasional,
1995, Him. 19.
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sendiri akan tatapi dialihkan ke pihak lain, dalam hal ini ke lembaga
asuransi. Pilihan mengalihkan risiko ke asuransi cukup beralasan.
Sebagaimana dikemukakan oleh Tarsius Tarmudji:
“suatu risiko yang dialihkan kepada pihak lain secara ekonomis
mempunyaiarti yang sangat penting. Artinya, apabilaseseorang
karena suatu hal menderita kerugian maka ia tidak sedemikian
saja jatuh. Dengan bantuan pihak yang bersedia mengambil
alih risikonya tadi maka orang tersebut dapat berdiri kembali
dan dapat dengan mudah untuk mulai usahanya kembali.”"
Selain itu, dewasa ini, fungsi asuransi tidak lagi semata-mata
sebagai lembaga proteksi atau memberikan perlindungan terhadap
objek asuransi, melainkan juga sebagai sarana investasi khususnya
untuk asuransi sejumlah uang.

C. LANDASAN HUKUM ASURANSI

Secaranormatif terminologilembaga (pranata hukum) asuransi,
antara lain dapat ditemui dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPdt)” yang mengemukakan sebagai berikut.

“Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan
yang hasilnya, yaitu mengenai untung-ruginya, baik bagi
semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada
suatu kejadian yang belum pasti. Demikianlah: persetujuan
pertanggungan; bunga cagak-hidup; perjudian dan pertaruhan.
Persetujuan yang pertama, diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang.” (huruf miring oleh penulis).

Jika dilihat secara sepintas, apa yang dijabarkan dalam
ketentuan di atas, pertanggungan atau asuransi disebutkan sebagai
perjanjian untung-untungan dan bahkan sering juga disebut sebagai
perjudian. Apakah benar demikian? Dalam hal ini agaknya perlu
dikaji secara saksama, apa yang dijabarkan dalam pasal di atas.
-Jika diperhatikan lebih lanjut, anak kalimat apa yang dijabarkan
dalam Pasal 1774 KUHPdt, yakni untuk pertanggungan diatur lebih

8 Tarsius Tarmudji. Op. Cit.,, Him. 58.

9  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang dimaksud di sini
adalah Burgerlijke Wetbock (BW) yang diterjemahkan oleh R. Subekti dan
R. Tijtrosudibio, Jakarta; Pradnya Paramia, 1975.
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